BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis
menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dalam
pemberian Upah Minimum Kota (UMK) oleh perusahaan swasta di Kota
Kupang telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dari adanya kesesuaian
indikator-indikator dalam proses pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dalam
pemberian UMK oleh perusahaan swasta di Kota Kupang dengan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/1984 berkaitan dengan tahapan
pemeriksaan yaitu:

a) Adanya kegiatan menyusun rencana dari pegawai pengawas Dinas Tenaga
Kerja Kota Kupang yaitu memuat daftar nama perusahaan atau tempat
kerja maupun alamat perusahaan

b) Pemeriksaan di perusahaan atau tempat kerja, dilakukan oleh pegawali
pengawas Dinas Tenaga kerja Kota Kupang, hal ini ada yang diketahui
oleh pengusaha dan ada yang tidak diketahui.

c) Penindakan korektif preventif atau represif, ada yang dilakukan oleh
pegawai pengawas hal ini ada diketahui oleh pengusaha dan ada yang
tidak.

d) Laporan hasil pemeriksaan dilakukan oleh pegawai pengawas Dinas
Tenaga Kerja Kota Kupang.

Akan tetapi, dalam proses pelaksanaan pengawasan juga ditemukan
hambatan-hambatan yaitu: jumlah pengawas ketenagakerjaan di Kota Kupang
yang terbatas sehingga perlu ditambah jumlah tenaga pengawas minimal 50 orang,
pihak perusahaan banyak alasan jika dimintai keterangan dalam hal pemenuhan
Upah Minimum Kota (UMK), masih adanya ketidaksesuaian laporan/informasi
mengenai pengupahan pegawai di perusahaan, dan kurang sigapnya manajemen
perusahaan dalam memberikan perintah untuk memperbaiki laporan yang

kurang/salah.
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Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-
hambatan yang ditemukan dalam pengawasan pelaksanaan Upah Minimum Kota
(UMK) oleh Dinas Tenaga Kerja pada Perusahaan Swasta di Kota Kupang, yaitu:
memaksimalkan pegawai yang ada dengan melakukan peningkatan kompetensi
dengan berbagai pelatihan dan pendidikan lebih lanjut, melakukan pendekatan dan
memberikan pemahaman kepada pihak pengusaha bahwa dalam pembayaran upah
minimum itu wajib dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan, memverifikasi kebenaran informasi serta laporan yang
ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja baik yang datangnya dari manajemen
perusahaan, karyawan maupun dari pihak masyarakat umum dengan melakukan
pengecekan (mewawancarai) terhadap para karyawan perusahaan sehingga dapat
ditemui kesesuaian jawaban antara laporan dari manajemen perusahaan dengan
realita karyawan dilapangan, dan memaksimalkan pembinaan terhadap pengusaha
dan manajemen perusahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi serta
memperbaiki laporan-laporan terkait pengupahan.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis di atas, maka saran yang dapat penulis ajukan bahwa:

a) Dalam pelaksanaan Pengawasan dalam Pemberian Upah Minimum Kota
(UMK) oleh Dinas Tenaga Kerja pada Perusahaan Swasta di Kota Kupang
diharapkan kepada pegawai pengawas agar perusahaan-perusahaan yang
membayar upah di bawah standar di beri peringatan keras.

b) Dalam menyusun rencana jumlah perusahaan yang akan diperiksa harus
betul-betul dilaksanakan agar sesuai dengan target yang dicapai sekurang-
kurangnya 8 (delapan) perusahaan agar sesuai dengan rencana kerja.

c) Pengawasan represif yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No.PER.03/MEN/1984 tentang pengawasan ketenagakerjaan terpadu
dengan tahap yakni: pemeriksaan pertama, kontrol, pemeriksaan khusus
yang perlu diupayakan agar dijalankan secara maksimal.

Perihal hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Pengawasan
pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) oleh Dinas Tenaga Kerja pada

Perusahaan Swasta di Kota Kupang, maka pihak Dinas Tenaga Kerja Kota
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Kupang harus lebih meningkatkan lagi pembinaan terhadap Tenaga Pegawai
Dinas agar lebih meningkatkan kompetensi dari setiap pegawainya dan menambah
jumlah tenaga pengawas karena wilayah kerjanya cukup luas dan perusahaan yang
harus diawasi cukup banyak. Dinas Tenaga Kerja Kota Kupang hendaknya
melakukan upaya lebih lanjut mengenai Pengawasan pelaksanaan Upah Minimum
Kota (UMK) di Kota Kupang terutama dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM)
pegawai, sosialisasi dan pemahaman dengan melakukan pembinaan secara
menyeluruh terhadap karyawan serta manajemen atau pemilik perusahaan swasta
di Kota Kupang, menambah lagi tenaga pengawas, dan perlu kecermatan dalam

melakukan verifikasi data yang masuk ke Dinas berupa laporan tentang upah.
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